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I.I Latar Belakang

Keberadaan humas di dalam sebuah perusahaan, instansi, lembaga sangat penting.
Menurut Effendy (1984:134) humas ialah tugas yang dilakukan secara
berkesinambungan dan berencana, dimana organisasi dan lembaga dapat memperoleh
pengertian, simpati dan dukungan dari organiasi atau lembaga tersebut. Dengan tujuan
tersebut dilakukan dapat mencapai kerja sama yang produktif dengan melancarkan

informasi dan tersebar luas.

Humas di sebuah perusahaan, instansi, lembaga sangat dibutuhkan karena untuk
menengahi disetiap ada permasalahan sesama karyawan atau terjadi permasalahan
dengan khalayak. Kegiatan yang dilakukan humas dalam perusahaan atau kantor
dibutuhkan untuk menjalin keakraban dan kekompakan di antara para karyawannya,
komunikasi yang terjalin antar bawahan dan pimpinan atau atasan harus dengan
suasana yang menyenangkan supaya akrab dan tidak kaku, suasana bekerja pun tidak

terlalu tegang jika suasana yang diciptakan menyenangkan. Suhandang (2012:73)

Tidak hanya menjalin hubungan sesama karyawan atau atasan dengan bawahan
namun harus menjalin komunikasi dengan masyarakat di luar perusahaannya hal yang
sangat penting. Masyarakat tidak bisa hidup menyendiri, masyarakat akan saling
membutuhkan satu sama lain. Seperti hal nya Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi

ini membutuhkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran setiap bulannya.

Humas Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi berperan untuk menjalin hubungan
baik dengan masyarakat supaya masyarakat tidak kecewa dengan apa yang telah
disepakati oleh pihak perpajakan, pelayanan disetiap kantor pun terjaga dengan baik.

Peran humas harus terjalin dengan baik antar karyawan lainnya.



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Humas di
Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi melakukan tugasnya untuk merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan
hubungan masyarakat, hubungan internal dan eksternal. Hubungan internal ini untuk
membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara
manajer dan karyawan tempat organisasi, hubungan eksternal membangun
kepercayaan masyarakat supaya masyarakat tidak kecewa dengan apa yang telah

Direktorat Jenderal Pajak lakukan dengan merubahnya sistem administrasi perpajakan.

Tabel 1.1 Perkembangan Wajib Pajak

2016 2017 2018
WP Terdaftar Wajib SPT Secara

797 785 484
Manual
WP Terdaftar Wajib SPT Secara Online | 481 488 496

60,35% | 62,17% 102,48%

Perkembangan wajib pajak tahun 2016-2018

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Madya Bekasi

Seperti perkembangan wajib pajak semakin tahun mengalami penurunan secara
signifikan hal ini yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak tidak diam begitu saja
melihat kepatuhan wajib pajak semakin menurun namun humas Pelayanan Madya
Bekasi terus mengupayakan supaya sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik
dan wajib pajak memahami bagaimana menggunakannya. Humas Pelayanan Madya
Bekasi pun aktif membantu wajib pajak disosial media supaya bahasa yang digunakan

lebih mudah dipahami, konten yang dipublikasikan pun sesuai dengan zamannya.

Dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem

Pembayaran Pajak Secara Elektronik, Direktorat Jenderal Pajak Menimbang:


https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/234_PMK.01_2015Per.pdf

A Bahwa uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing
system) telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran
Pajak secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
sebagaimana diubah dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
19/PJ/2012.

B Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu dilakukan penerapan diselurun wilayah Indonesia dan
penyempurnaan penetausahaan pembayaran pajak secara elektronik dengan
memanfaatkan sistem teknologi informasi

C Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b serta dalam rangka melaksanakan Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 33 ayar (2)
dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014, perlu
menetapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tentang Sistem Pembayaran Pajak

Secara Elektronik.

Dengan diresmikannya sistem pembayaran secara elektronik (billing system) sejak
1 juli 2016. Humas Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi mulai memikirkan untuk
melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memberitahu bahwa pembayaran

pajak resmi berubah sistem, dari sistem manual berubah ke sistem online e-billing.
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Tax ratio saat ini baiknya di angka ideal yaitu di kisaran 15-16 % sehingga ada ruang fiskal yang cukup untuk dimanfaatkan dalam
pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan, dan pendidikan. Belum jelas benar penyebab rendahnya rasio pajak, sehingga
beberapa potensi riil penerimaan pajak belum dapat digali. Hal ini bisa menyebabkan beberapa wajib pajak mangkir dari kewajiban
membayar maupun melaporkan pajaknya. Selain itu banyak kegiatan ekonomi yang bersifat informal dan kegiatan ekonomi yang tidak
tercatat (underground economy) belum sepenuhnya tergali, sehingga perhitungan potensi penerimaan pajak berdasarkan perkiraan
ekonomi makro saja.

Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu
untuk terus diperbaiki. Kita tidak berhenti sampai bulan Maret atau April saja, namun sepanjang tahun tingkat kepatuhan harus terus
ditingkatkan. Tahun 2016, ada sekitar 32 juta wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak yang wajib menyerahkan SPT ada 20 juta, tetapi
realisasinya hanya 12 juta atau sekitar 65%. Tahun 2017 sudah meningkat menjadi 70%, sedangkan di negara lain bisa mencapai
75%-80%.

Pemerintah sudah menyiapkan sistem yang memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT, tinggal sosialisasi dan himbauan ke
seluruh waijib pajak yang harus ditingkatkan. Peningkatan kesadaran harus diimbangi dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak,
baik pengetahuan akan perpajakan maupun fasilitas perpajakan. Saat ini kemudahan baru terbatas pada penyampaian dan
pemrosesan laporan, namun substansi masih sulit. SPT masih dianggap sebagai dokumen yang sulit diisi dengan benar dan lengkap
oleh wajib pajak. Meski tutorial pengisian sudah ada di internet namun masih banyak wajib pajak yang enggan mempelajarinya,
sehingga ketergantungan untuk selalu dibimbing oleh petugas pajak masih muncul.

Untuk mendorong peningkatan kepatuhan, selain dengan iklan, juga lebih baik dengan melibatkan akademisi. Program pajak
bertutur, tax goes to campus, dan relawan pajak hendaknya diteruskan setiap tahunnya. Selain memperluas pengetahuan pajak sejak
dini, program ini juga bertujuan sebagai iklan peningkatan kepatuhan wajib pajak.(*)

Gambar 1.1 Artikel dari Pajak.go.id

Seperti yang dikatakan pajak.go.id sampai dengan puncak pelaporan SPT (Surat
Pemberitahuan) tahunan tanggal 31 maret 2018 kepatuhan penyampaian laporan belum
mencapai target yang ditentukan. Dengan itu permasalahan utama perpajakan saat ini
adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu diperbaiki.
Masalah yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi karena jumlah wajib
pajak yang semakin menurun, saat penulis beberapa kali mendatangi Pelayanan Pajak
Madya beberapa wajib pajak mengeluhkan kesulitan menggunakan sistem e-billing.
Dari permasalahan tersebut penulis mencari data yang menguatkan apa benar di kantor

Pelayanan Pajak terjadi permasalahan pada sistem e-billing.

Proses manual membuat wajib pajak selalu mengeluh karena antrian yang memakan
waktu lama. Untuk itu pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan mengganti
sistem tersebut ke sistem online e-billing. Yang membedakan sistem manual dengan
sistem online adalah bila proses pelaksanaan & transaksi pembayaran dengan
membawa sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada petugas Pelayanan Pajak.
Sedangkan secara online, wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan (spt) dengan
menggunakan sistem e-billing kemudian menyerahkan surat pemberitahuan (spt) di
Kantor Pelayanan Pajak setempat dan terkoneksi secara online di seluruh Indonesia.



Sekalipun e-billing digunakan untuk memudahkan wajib pajak namun masih
ditemukan ketidakpahaman dalam pelaksanaanya. Hal ini dialami oleh wajib pajak
Yuyun Sri Rezeki, Beliau sudah resmi membayar pajak sejak 2010 dan telah
menggunakan sistem e-billing sejak diresmikannya sistem e-billing. Kesulitan yang
dihadapinya dikarenakan ia tidak hanya membayar pajak untuk satu perusahaan, tapi
ia melakukan proses pembayaran pajak untuk beberapa perusahaan di tempat yang
berbeda. Yuyun khawatir terjadi kekeliruan antara perusahaan yang satu dengan yang
lainnya dan keterlambatan pembayaran pajak akan menimbulkan denda dan sanksi

pajak yang ia terima nantinya.

Berbeda dengan Juanengsih yang telah menggunakan e-billing. Saat
mengaplikasikan e-billing kesulitan yang dihadapinya karena ada perbedaan cara
menghitung. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus
dibayar, terlebih Junanengsih baru mempelajari e-billing secara singkat melalui
internet dan tidak bertanya dengan pihak manapun. Junaengsih mengetahui perbedaan
pembayaran pajak dari rekan kerjanya dan beranggapan bahwa proses pembayaran
secara manual yang dihitung langsung oleh pihak perpajakan lebih mudah, praktis dan
akurat.

Sebagai salah satu sistem administrasi perpajakan terbaru yaitu, e-billing. Sehingga
peran humas dibutuhkan untuk mensosialisasikan sistem e-billing ini mudah untuk
dipelajari oleh masyarakat, memberikan arahan kepada masyarakat bahwa sistem e-
billing ini tidak serumit yang dibayangkan. Salah satu kegiatan yang saat ini dilakukan
adalah mensosialisasikan kepada karyawan dengan tujuan lebih mengerti bagaimana
penggunaannya tidak keliru menggunakan sistem e-billing. Berdasarkan latar belakang
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan “Peran Humas Dalam

Mensosialisasikan E-billing”.
1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan, peran humas Kantor
Pelayanan Pajak Madya Bekasi melakukan Publisitas dan Public Affair. Publisitas

untuk semua informasi yang disampaikan Humas disebarluaskan kepada masyarakat



melalui media sosial, public affair untuk menyampaikan informasi kepada publik
bukan hanya menggunakan media sosial namun dengan sosialisasi Morissan (2008:57).
Maka penelitian penulis akan fokus pada apa saja yang telah dilakukan Humas Kantor
Pelayanan Pajak Madya dalam mensosialisasikan e-billing supaya masyarakat

mengerti bagaimana menggunakannya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

e Bagaimana peran humas Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dalam

mensosialisasikan e-billing?

1.4 Tujuan Penelitian

e Untuk mengetahui peran humas Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dalam

mensosialisasikan e-billing.

1.5 Kegunaan Penelitian
151 Kegunaan Teoritis

Kegunaan yang penulis lakukan dapat memberikan informasi mengenai
pajak e-billing dan menambah wawasan serta diaplikasikan ketika

melakukan proses pembayaran pajak.
15.2 Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan dan dapat
menerapkannya ketika sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak) serta dapat dijadikan bahan pembelajaran jika peneliti

selanjutnya ingin melakukan penelitian ditempat yang sama.



